
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
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PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 06/PER/M.KUKM/III/2016 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN 

MENENGAH NOMOR 10/PER/M.KUKM/IX/2014 TENTANG TUNJANGAN 

KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN 

USAHA KECIL DAN MENENGAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 

ayat (2) dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 109 

Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di 

Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah, telah diatur pelaksanaan pemberian 

tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 

  b. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan kinerja 

pegawai, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan 

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor  

10/PER/M.KUKM/IX/2014 tentang Tunjangan Kinerja 

bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah; 
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  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor  

10/PER/M.KUKM/IX/2014 tentang Tunjangan Kinerja 

bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 128); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan  

Pemberhentian  Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun  2003 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
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Pengangkatan,  Pemindahan,  dan Pemberhentian 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan  Lembaran  

Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4844); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3135); 

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta  

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 

Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 84 

Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 189); 

8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2014 tentang 

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 233); 

9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 106); 

10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menegah; 

11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah  Nomor 07/PER/M.KUKM/IX/2014 tentang 

Hari Kerja dan Jam Kerja di lingkungan Kementerian 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 

12/PER/M.KUKM/XI/2014 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Nomor 07/PER/M.KUKM/IX/2014 tentang 

Hari Kerja dan Jam Kerja di lingkungan Kementerian 
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Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 

Indonesia. 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN 

MENENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

NOMOR 10/PER/M.KUKM/IX/2014 TENTANG TUNJANGAN 

KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK 

INDONESIA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/PER/M.KUKM/IX/2014 

tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di lingkungan 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1624), diubah 

sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 3 

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016. 

 

2. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)  diubah 

dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3), sehingga 

Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 10 

(1) Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang 

sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) 

huruf a dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja 

sebesar 5% (lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari 

tidak masuk kerja. 
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(2) Pegawai yang terlambat masuk kerja atau pulang 

sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 ayat (2) huruf b dan huruf c dikenakan 

pemotongan Tunjangan Kinerja dengan besaran 

sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I dan 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(3) Pemotongan tunjangan kinerja sebagaimana  

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)  diberlakukan 

terhitung mulai tanggal  1 Januari 2016. 

 

3. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 

15 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 15 

(1) Ketentuan hari kerja dan jam kerja serta mengisi 

daftar hadir dengan menggunakan sistem kehadiran 

elektronik tidak berlaku untuk hari libur nasional 

dan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah.  

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan hari kerja dan jam 

kerja, dihitung secara kumulatif mulai bulan 

Januari sampai dengan bulan Desember tahun 

berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. terlambat masuk kerja dan/atau pulang 

sebelum waktunya dihitung berdasarkan 

jumlah waktu keterlambatan dan/atau pulang 

sebelum waktunya; dan  

b. tidak ada bukti kehadiran masuk kerja 

dan/atau bukti pulang kerja, dihitung sebagai 

ketidakhadiran masuk kerja.  

(3) Terlambat masuk kerja paling lama 30 menit (07.30-

08.00), dapat diganti paling lama 30 (tiga puluh) 

menit pada saat jam pulang kerja sesuai ketentuan 

mengenai hari dan jam kerja. 

(4) Pelanggaran jam kerja yang telah memenuhi 

akumulasi 5 (lima) hari tidak masuk kerja atau lebih 

dalam 1 (satu) bulan berjalan diperhitungkan dalam 
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capaian kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

4. Mengubah lampiran II dan Lampiran III Peraturan 

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 

Nomor 10/PER/M.KUKM/IX/2014 tentang Tunjangan 

Kinerja bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Koperasi 

dan Usaha Kecil dan Menengah  (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1624) sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 11 Maret 2016 

 

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL 

DAN MENENGAH  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

                             ttd 

 

               AAGN. PUSPAYOGA 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 21 Maret 2016 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

                ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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LAMPIRAN I 

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN 

USAHA KECIL DAN MENENGAH 

NOMOR 06/PER/M.KUKM/III/2016 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 

KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN 

MENENGAH NOMOR 

10/PER/M.KUKM/IX/2014 TENTANG 

TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI 

DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  

 

PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA AKIBAT TERLAMBAT                              

MASUK KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI                                                       

DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

TINGKAT 

KETERLAMBATAN 

(TL) 

LAMA KETERLAMBATAN PERSENTASE 

PENGURANGAN 

TL 1 1 menit s.d 30 menit 1  

(lihat Pasal 15 ayat 3) 

TL 2 31 menit s.d 60 menit 1,5 

TL 3 61 menit s.d 90 menit 2 

TL 4 Lebih dari 90 menit dan/atau 

tidak mengisi daftar hadir 

masuk kerja 

2,5 

 

MENTERI KOPERASI DAN USAHA 

KECIL DAN MENENGAH  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

AAGN. PUSPAYOGA 
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LAMPIRAN II 

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN 

USAHA KECIL DAN MENENGAH 

NOMOR 06/PER/M.KUKM/III/2016 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 

KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN 

MENENGAH NOMOR 

10/PER/M.KUKM/IX/2014 TENTANG 

TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI 

DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  

 

PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA                                                                       

AKIBAT PULANG SEBELUM WAKTUNYA DI LINGKUNGAN                         

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

 

TINGKAT PULANG 

SEBELUM WAKTUNYA 

(PSW) 

LAMA PULANG SEBELUM 

WAKTUNYA 

PERSENTASE 

PENGURANGAN 

PSW 1 1 menit s.d 30 menit 1  

PSW 2 31 menit s.d 60 menit 1,5 

PSW 3 61 menit s.d 90 menit 2 

PSW 4 Lebih dari 90 menit dan/atau 

tidak mengisi daftar hadir 

pulang 

2,5 

 

MENTERI KOPERASI DAN USAHA 

KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK 

INDONESIA, 

 

ttd 

 

AAGN. PUSPAYOGA 
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